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ABSTRAK

Pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda
pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sumber penerimaan utama
negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini tercermin dalam tax ratio dan tax gap.
Rendahnya tax ratio dan masih terjadinya tax gap di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya
kinerja pajak di Indonesia. PP no 46 tahun 2013 yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaan bruto tertentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan menjadi
perdebatan di kalangan masyarakat mengenai perbandingan perhitungan pajak menggunakan NPPN
dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui perbandingan perhitungan pajak menggunakan PP
No. 46 tahun 2013 dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Mengetahui
perbandingan keuntungan dan kerugian perhitungan pajak menggunakan PP No. 46 tahun 2013 dengan
Norma Perhitungan Penghasilan Neto terhadap kondisi keuangan Mebel furniture Mertojoyo. Lokasi
penelitian ini adalah Mebel Furniture mertojoyo yang terletak di jalan Mertojoyo, blok K Merjosari.
Metode penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan Statistik
Deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran pajak Tuan Muksim dengan
menggunakan PP 46 tahun 2013 lebih besar jika dibandingkan dengan Norma perhitungan Penghasilan
Neto. Jika dihitung menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan PP no 46 tahun 2013 yaitu
Rp 973.500, sedangkan jika menggunakan PP no 46 tahun 2013 sebesar Rp 1.949.000. Selisih antara
kedua perhitungan diatas sangat besar yaitu Rp 975.500 maka kebanyakan para pelaku usaha tidak
setuju dengan peraturan ini karena dinilai membebankan perusahaan.
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